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ABSTRAK

“Perbaikan gizi menjadi salah satu program utama di Posyandu, yang bertujuan untuk
menanggulangi permasalahan gizi pada kelompok balita. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan
tipe deskriftif-kualitatif, dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Sumber data diperoleh menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah informan sebanyak 12
orang. Berdasarkan hasil penelitian, Implementasi Program Perbaikan Gizi Balita di Posyandu pada Desa
Banua Rantau Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong, telah berjalan cukup baik, sebagaimana
terlihat dari : segi komunikasi, indikator penyaluran komunikasi kepada ibu balita kurang baik, sedangkan
kejelasan informasi yang disampaikan sudak baik. Aspek sumberdaya, seperti ketersedian fasilitas, tenaga
yang terlatih dan pendidikan petugas belum memadai, meskipun dukungan dana telah mencukupi. Aspek
disposisi dan struktur birokrasi dinilai sudah cukup baik dengan adanya SOP yang jelas dalam kegiatan
Program Perbaikan Gizi Balita di posyandu. Faktor penghambat meliputi kurangnya pelatihan bagi kader
posyandu, rendahnya Tingkat Pendidikan petugas, serta terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai. Di
sisi lain, faktor pendorong keberhasilan meliputi adanya kejelasan informasi kegiatan posyandu,
ketersediaaan dana yang memadai, serta penerapan SOP yang jelas dalam menjalankan kegiatan program
Perbaikan Gizi Balita di Posyandu”.

Kata Kunci : Perbaikan Gizi, Posyandu

ABSTRACT

“Nutrition improvement is one of the primary programs at Posyandu, aimed at addressing
nutritional issues in toddlers. This study uses a qualitative and descriptive-qualitative method, with data
collected through interviews, observations, and documentation. The data was obtained using purposive
sampling with 12 informants. The results show that the Toddler Nutrition Improvement Program at Posyandu
in Banua Rantau Village, Banua Lawas Sub-district, Tabalong District, has been fairly effective.
Communication to mothers of toddlers is not fully optimal, but the clarity of information provided is good.
Resources such as facilities, trained personnel, and staff education remain inadequate, although funding is
sufficient. Disposition and bureaucratic structures are relatively good, supported by clear Standard
Operating Procedures (SOPs) for the program's activities. Challenges include insufficient training for
cadres, low education levels among staff, and a lack of proper facilities and infrastructure. However, the
program benefits from clear information about activities, adequate funding, and the implementation of well-
defined SOPs, which support the effectiveness of the Toddler Nutrition Improvement Program at Posyandu ”.

Keywords : Nutrition Improvement, Posyandu

PENDAHULUAN

Kesehatan adalah suatu kondisi keseimbangan dan kesejahteraan yang mencakup dimensi
fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan seseorang untuk melakukan tugas-tugas tanpa
gangguan yang berarti. Kesehatan mencakup kesinambungan antara dimensi fisik, mental, dan
sosial, serta interaksi dengan lingkungan sekitar. Selain itu, kesehatan merupakan hak asasi manusia
yang mendasar dan investasi yang penting, yang memerlukan advokasi, peningkatan, dan
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pengupayaan oleh setiap individu dan masyarakat secara kolektif untuk mencapai kehidupan yang
sehat dan status kesehatan yang ideal. (Sinaga Marthin, 2023)

Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat di bidang kesehatan, pemerintah memprakarsai
inisiatif Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD) pada tahun 1975. Satu tahun
kemudian, PKMD didirikan sebagai inisiatif strategis untuk memperluas jangkauan pelayanan
kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Bersamaan dengan berdirinya PKMD,
berkembanglah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) lainnya, termasuk Pos
Penimbangan Balita, Pos Imunisasi, Pos KB Desa, dan Pos Kesehatan. Pos Pelayanan Terpadu
(Posyandu) didirikan untuk memfasilitasi pelayanan kesehatan yang komprehensif di satu lokasi
melalui integrasi inisiatif swadaya masyarakat.

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat
(UKBM) yang dikelola, diselenggarakan, dan diberdayakan oleh masyarakat bekerja sama dengan
pemerintah. Tujuan utama dari Posyandu adalah untuk membantu masyarakat dalam mengakses

layanan kesehatan dasar dan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir. Selain itu,
Posyandu mencakup lima program utama: Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana
(KB), Imunisasi, Peningkatan Gizi, dan Pencegahan dan Penanggulangan Diare. (Sinaga Marthin,
2023)

Peningkatan gizi merupakan inisiatif utama dalam Posyandu, yang dirancang untuk mengatasi
masalah gizi di antara anak-anak di bawah usia lima tahun. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia No. 23/2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi menetapkan bahwa program ini bertujuan
untuk menjamin akses terhadap pengetahuan gizi, makanan bergizi, serta pelayanan gizi dan
kesehatan bagi setiap individu. Status gizi yang optimal sangat penting, terutama pada masa awal
kehidupan, karena secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, dan
fungsi kekebalan tubuh. (Diana, 2020)

Inisiatif peningkatan gizi yang dilakukan di Posyandu meliputi penimbangan berat badan,
identifikasi dini kelainan pertumbuhan, konseling gizi, suplemen makanan lokal, suplementasi
vitamin A, dan tablet zat besi untuk ibu hamil. Penimbangan berat badan balita merupakan
komponen penting dari program peningkatan gizi di Posyandu. Penimbangan berat badan setiap
bulan dilakukan untuk anak-anak di bawah usia lima tahun untuk mengevaluasi perkembangan
mereka secara konsisten. Pemantauan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelainan perkembangan
dini, termasuk gizi kurang atau gizi buruk, untuk memfasilitasi intervensi yang cepat dan efektif.
Penanganan yang tepat untuk anak-anak yang mengalami malnutrisi dapat mengurangi risiko
kematian dan menurunkan angka kematian akibat malnutrisi. (Ahmad Syahidin, 2023)

Di Desa Banua Rantau, program yang ditujukan untuk meningkatkan gizi balita mencakup
berbagai inisiatif, termasuk layanan gizi, pencegahan malnutrisi, edukasi mengenai pentingnya gizi,
penyuluhan mengenai perlunya pemberian ASI eksklusif bagi ibu menyusui, pemberian makanan
pendamping ASI bagi anak usia 6-24 bulan, pemberian kapsul vitamin A dua kali setahun, dan
pemantauan berat badan balita secara sistematis. Manfaat dari pelaksanaan program ini mencakup
peningkatan pemahaman masyarakat mengenai masalah gizi pada balita, di samping memberikan
pengetahuan mengenai perlunya asupan gizi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan dan
perkembangan yang optimal pada kelompok usia ini.

Di dua Posyandu Desa Banua Rantau yang disebutkan di atas, banyak fenomena yang muncul
terkait pelaksanaan Program Perbaikan Gizi di Posyandu, yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya komunikasi atau interaksi sosial antara kader Posyandu dengan masyarakat,
khususnya orang tua balita, mengenai pentingnya gizi seimbang bagi balita.
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2. Adanya kendala atau kurangnya sarana dan prasarana di posyandu, termasuk tidak adanya
tempat khusus untuk kegiatan posyandu, sehingga harus meminjam tempat dari luar, seperti
Taman Kanak-Kanak Alquran.

3. Adanya beberapa petugas posyandu yang kurang proaktif dalam melaksanakan kegiatan
program peningkatan gizi, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman mereka mengenai
pentingnya asupan gizi yang cukup dan tidak adanya pelatihan mengenai strategi komunikasi
yang efektif dengan masyarakat (ibu balita).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriftif-kualitatif untuk
menggambarkan serta menjelaskan pelaksanaan Program Perbaikan Gizi Balita Di Posyandu Pada
Desa Banua Rantau Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong. Data dikumpulkan melalui
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan informan yang dipilih menggunakan Teknik
purposive sampling dengan jumlah 12 informan. Data yang terkumpul dianalisis melalui Langkah-
langkah seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kredibilitas data diuji
dengan cara perpanjang pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, dan member
check.(Sugiyono, 2014, 2017)

PEMBAHASAN

A. Implementasi Program Perbaikan Gizi Balita Di Posyandu Pada Desa Banua Rantau
Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong

Dalam penelitian ini, menggunakan teori Implementasi Kebijakan menurut pandangan
George C. Edward 111 sebagai berikut :

1. Komunikasi
a. Transmisi

Istilah “transmisi” mengacu pada proses penyebaran informasi mengenai
hubungan antara keputusan dan prosedur untuk melaksanakannya di antara sesama
pelaksana agar tidak terjadi kesimpangsiuran.

Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa program
perbaikan gizi balita di Posyandu Desa Banua Rantau, Kecamatan Banua Lawas,
Kabupaten Tabalong kurang berjalan dengan baik dalam hal transmisi atau penyebaran
informasi. Hal ini dikarenakan, menurut para ibu balita yang disurvei, masih kurangnya
penyaluran komunikasi mengenai gizi balita, dan sedikit sekali sosialisasi yang
dilakukan di luar kelas balita.

Hal ini bertentangan dengan teori George C. Edward III dalam (Subarsono, 2015),
yang menyatakan bahwa distribusi dan transmisi informasi yang efektif akan
menghasilkan implementasi yang efektif pula.

b. kejelasan
Baik arahan implementasi maupun pesan itu sendiri harus jelas agar dapat
dianggap jelas. Orang cenderung salah paham atau bahkan menolak makna yang
dimaksudkan dari pesan dan instruksi komunikasi jika pesan dan instruksi tersebut tidak
dibuat dengan cukup jelas.
Dalam Implementasi Program Perbaikan Gizi Balita di Posyandu di Desa Banua
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Rantau, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, ditemukan bahwa informasi

dikomunikasikan dengan jelas, ibu balita sudah paham dengan penyampaian Informasi
terkait jadwal melalui grup WhatsApp dan dilengkapi dengan pengumuman di masjid.
Hal ini terutama terjadi di kalangan ibu-ibu yang memiliki balita, yang merasa bahwa
informasi yang mereka terima sudah cukup.

Menurut pandangan George C. Edward III yang disampaikan dalam (Subarsono,
2015), para pelaksana kebijakan membutuhkan informasi yang tidak ambigu dan tidak
menyesatkan.

2. Sumber Daya
a. Sumber Daya Manusia

Dalam hal penerapan kebijakan, sumber daya manusia adalah yang terpenting.
Implementasi kebijakan yang baik membutuhkan sejumlah staf yang memiliki
pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang diperlukan.

Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terlihat jelas bahwa sumber
daya manusia yang terlibat dalam Implementasi Program Perbaikan Gizi Balita di
Posyandu Desa Banua Rantau masih kurang memiliki pendidikan, pelatihan, dan
pemahaman yang memadai. Pelatihan yang diberikan sangat minim, dengan beberapa
kader hanya tamat SD atau SMP, dan pelatihan hanya diadakan setahun sekali, itupun
hanya sekali. Beberapa ibu berpikir bahwa para kader sudah mengetahui apa yang
mereka lakukan, tetapi sebagian besar berpikir bahwa para kader tidak memiliki
pengetahuan tentang gizi balita.

Hal ini bertentangan dengan apa yang diteorikan oleh George C. Edward III dalam
(Subarsono, 2015), yang menyatakan bahwa sumber daya manusia, baik dalam bentuk
jumlah maupun keterampilan, merupakan aset terpenting untuk menjalankan kebijakan.

b. Fasilitas

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan, fasilitas sangatlah penting. Tidak
ada bedanya berapa banyak staf pelaksana yang dimiliki, keberhasilan atau kegagalan
implementasi  kebijakan bergantung pada infrastruktur dan fasilitas yang
mendukungnya.

Dari dokumen, wawancara, dan observasi, jelas terlihat bahwa kedua fasilitas
posyandu tersebut tidak memadai dan mungkin perlu ditingkatkan. Timbangan bayi dan
sebagian besar fasilitas lainnya di Posyandu Sei [rama 1 baik-baik saja, tetapi rusak atau
tidak berfungsi dengan baik. Meskipun memiliki peralatan penimbangan, posyandu di
Posyandu Sei Irama 2 saat ini masih menyewa tempat di TK Al-Quran karena belum
memiliki lokasi permanen.

Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh George C. Edward III dalam
(Subarsono, 2015), fasilitas fisik memegang peranan penting dalam eksekusi kebijakan.
Pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya sarana dan
prasarana yang mendukung.

c. Dana
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Dana yang dihasilkan dari kegiatan perencanaan yang disusun secara sistematis
dan dijelaskan dalam unit uang selama periode atau jangka waktu yang telah ditentukan.
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut, dapat disimpulakan bahwa

anggaran untuk Implementasi Program Perbaikan Gizi Balita Di Posyandu Pada Desa
Banua Rantau telah disalurkan oleh pemerintah desa kepada petugas program dan kader
sudah sesuai dengan kebutuhan kegiatan posyandu. Anggaran tersebut juga telah
dijalankan dengan baik hingga saat ini, mendukung pelaksanaan kegiatan posyandu di
kedua posyandu tersebut.

Hal ini sesuai dengan teori George Edward III dalam (Subarsono, 2015)
menyatakan bahwa dana suatu perencanaan dalam suatu kegiatan disusun secara
terpadu dan dijelaskan dalam satuan uang selama periode atau jangka waktu tertentu.

3. Disposisi
a. Komitmen

Kerinduan yang mendalam untuk berkontribusi dalam upaya tim. Tingkat
kemauan kerja yang tinggi menunjukkan bahwa seseorang berkomitmen terhadap
pekerjaan mereka, memahami pentingnya peran mereka, dan berencana untuk tetap
berada di posisi mereka saat ini.

Temuan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa
petugas dan kader di Posyandu Sei Irama 1 dan Sei Irama 2 telah bekerja sangat keras
untuk mengimplementasikan Program Perbaikan Gizi Balita di Desa Banua Rantau.
Kehadiran dan pendampingan dalam kegiatan posyandu merupakan bukti keseriusan
dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan kewajibannya. Di sisi lain, ada
beberapa hal yang masih perlu diperbaiki, terutama terkait proses pencatatan dan
pelaporan yang tidak selalu dilakukan dengan benar.

Hal ini sejalan dengan pengertian yang dikemukakan oleh George Edward III
dalam (Subarsono, 2015) yang menyatakan bahwa adanya kesiapan yang tinggi untuk
bekerja dan keinginan yang kuat untuk menjadi bagian dari kelompok kerja.

b. Sikap pelaksana

Keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi
oleh pola pikir para pelaksana. Hal ini sangat mungkin terjadi karena peraturan yang
dibuat tidak berasal dari warga setempat yang paham betul tentang isu dan
permasalahan yang mereka hadapi.

Dari wawancara dan observasi tersebut, terlihat jelas bahwa para petugas dan
kader di Posyandu Sei Irama 1 dan Sei Irama 2 memiliki pola pikir tertentu. Para ibu
yang membawa balita mereka ke posyandu secara konsisten disambut dengan sikap
positif dan interaksi yang menyenangkan di antara mereka.

(Subarsono, 2015) mengutip teori George Edward IIl yang menyatakan bahwa
karakter dan sifat implementor, termasuk komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis,
sangatlah penting. Kemampuan implementor untuk melaksanakan suatu kebijakan demi
kepuasan para pembuat kebijakan tergantung pada karakternya.

4. Struktur Birokrasi
a. SOP (Prosedur Operasi Standar)
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Prosedur Operasi Standar (SOP) menguraikan langkah-langkah yang diharapkan
untuk menyelesaikan suatu tugas; hal ini bagus untuk perusahaan yang tidak mengalami
banyak perubahan besar, namun akan sulit bagi perusahaan yang perlu mengguncang

rutinitas mereka. Dengan kata lain, SOP akan lebih mungkin menghambat pelaksanaan
kebijakan jika kebijakan tersebut menuntut perubahan substansial terhadap praktik-
praktik rutin organisasi.

Temuan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa SOP di
setiap posyandu telah dibuat dengan baik dan sesuai dengan peraturan. Kegiatan
posyandu yang mendukung program peningkatan gizi balita telah dipermudah dengan
adanya prosedur yang telah ditetapkan.

Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh George Edward III dalam
(Subarsono, 2015) yang menyatakan bahwa SOP (Standard Operating Procedures)
memainkan peran penting dalam setiap organisasi, kelompok, atau sektor swasta, yang
berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan bagi setiap orang.

b. Kerja Kolaboratif

Kegiatan kerja dapat dikelompokkan ke dalam komponen-komponen tertentu
berdasarkan kategori yang ditentukan, sebuah praktik yang dikenal sebagai
pengelompokan tugas. Banyak kelompok yang berbeda bertanggung jawab atas aspek-
aspek yang berbeda dari suatu isu kebijakan, bukan hanya satu lembaga.

Temuan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa sistem
rotasi tugas telah berjalan dengan baik di dua posyandu di Desa Banua Rantau, Sei
Irama 1 dan Sei Irama 2, dalam hal pembagian tugas.

Hal ini sejalan dengan apa yang diteorikan oleh George Edward III dalam
(Subarsono, 2015), yang mendefinisikan pengelompokan tugas sebagai pembagian kerja
ke dalam tahapan-tahapan yang berbeda berdasarkan kategori-kategori yang telah
ditetapkan.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Perbaikan Gizi Balita Di
Posyandu Pada Desa Banua Rantau Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong.
1. Faktor Penghambat
a. Kurangnya penyaluran komunikasi yang baik terkait sosialisasi kepada ibu balita

Metode yang digunakan kader di Desa Banua Rantau untuk menyebarkan informasi
tentang makanan sehat kepada ibu balita di Posyandu relevan dengan penyebaran
pengetahuan secara umum. Ketika kejelasan dan ketepatan adalah hal yang paling
penting dalam komunikasi.

Di Desa Banua Rantau, Program Perbaikan Gizi Balita sedang dilaksanakan, namun
beberapa ibu balita merasa masih kurang dalam penyampaian petugas terutama dalam hal
minimnya diadakan sosialisasi, sehingga dari hasil wawancara dan observasi tersebut
menunjukkan bahwa distribusi komunikasi yang kurang baik di kedua Posyandu tersebut.

(Subarsono, 2015) mengutip tesis George Edward III, yang menyatakan bahwa
transmisi informasi kepada komunikan merupakan salah satu variabel yang
mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Pandangan ini bertolak belakang dengan
praktiknya. Informasi masih belum sampai ke masyarakat dengan baik karena tidak
adanya sosialisasi dan penyuluhan.
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b. Kurangnya Pelatihan dan Rendahnya Tingkat Pendidikan Petugas Posyandu

Kesesuaian pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada anggota pelaksana
program perbaikan gizi Posyandu berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan sumber
daya manusia.

Dari hasil wawancara dan observasi tersebut terlihat jelas bahwa tingkat pendidikan
para kader yang terlibat dalam pelaksanaan program perbaikan gizi balita di Posyandu
Desa Banua Rantau, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, masih rendah atau
kurang sesuai jika dikaitkan dengan sumber daya manusia yang berkaitan dengan
pendidikan dan pelatihan. Di Posyandu Desa Banua Rantau, hal ini menjadi salah satu
tantangan dalam pelaksanaan Program Perbaikan Gizi Balita.

Bertolak belakang dengan tesis George Edward IIl yang dipaparkan dalam
(Subarsono, 2015), salah satu elemen yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan adalah
komponen sumber daya, khususnya manusia. Implementasi kebijakan akan menjadi tidak
efisien dan lamban meskipun aturan-aturan penerapannya telah diinformasikan secara
memadai, hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang masih belum memadai baik
secara kuantitas maupun kualitas (keahlian).

¢. Kurangnya Sarana dan Prasarana yang Memadai dalam Program Perbaikan Gizi
Balita

Implementasi kebijakan juga sangat bergantung pada fasilitas fisik. Implementasi
kebijakan tidak dapat terlaksana tanpa adanya aparat yang cukup dan mau menerima serta
fasilitas yang menyertainya, termasuk sarana dan prasarana.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa posyandu di Desa Banua
Rantau, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, belum memiliki sumber daya
yang memadai, khususnya sarana dan prasarana, untuk mendukung program perbaikan
gizi balita. Hal ini disebabkan oleh beberapa alat yang digunakan oleh program tidak
sesuai standar, dan posyandu menggunakan gedung sekolah lain untuk kegiatannya.

Hal ini bertentangan dengan gagasan George Edward III yang dinyatakan dalam
(Subarsono, 2015), di mana faktor sumber daya-khususnya fasilitas-merupakan salah satu
elemen yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Implementasi kebijakan dapat
terhambat oleh kurangnya fasilitas atau peralatan yang diperlukan. Sulit untuk
melaksanakan kebijakan secara cepat dan tepat dengan fasilitas dan peralatan yang
tersedia.

2. Faktor Pendorong
a. Kejelasan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Posyandu

Dalam hal mengkomunikasikan penerapan kebijakan yang dimaksudkan, sangat
penting bahwa instruksi harus dipahami dan dikomunikasikan dengan jelas. Akan ada
lebih banyak ruang untuk kesalahpahaman karena ketidakjelasan sinyal yang diberikan
terkait pelaksanaan kebijakan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan
selama pelaksanaan program perbaikan gizi balita di posyandu di Desa Banua Rantau,
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Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong menunjukkan bahwa indikator kejelasan

sudah efektif. Hal ini ditunjukkan oleh kedua posyandu yang mengumumkan jadwal dan
kegiatan posyandu kepada para ibu balita melalui aplikasi perpesanan seperti WhatsApp.

Hal ini sejalan dengan teori George Edward III yang diuraikan dalam (Subarsono,
2015), yang menyatakan bahwa komponen kunci dari implementasi kebijakan yang
efektif adalah khalayak yang dituju memahami pesan dengan jelas; sebaliknya, jika
kebijakan tersebut tidak jelas atau tidak diketahui, khalayak yang dituju cenderung
menolak.

b. Ketersediaan Dana yang Memadai dalam Pelaksanaan Program Perbaikan Gizi
Balita

Salah satu aspek penting dalam menjalankan kebijakan adalah ketersediaan sumber
daya keuangan. Kebijakan yang dikomunikasikan dengan baik tidak akan berarti banyak
jika orang yang ditugaskan untuk melaksanakannya tidak memiliki sarana untuk
melakukannya.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa dana yang
dialokasikan untuk program perbaikan gizi balita di posyandu di Desa Banua Rantau,
Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, telah dikelola dengan baik oleh ketua
kader posyandu sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan balita
dan gaji kader.

Hal ini sejalan dengan tesis yang dikemukakan oleh George Edward III dalam
(Subarsono, 2015) yang menyatakan bahwa sumber daya memegang peranan penting
dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Sumber daya yang dimaksud adalah
kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Tanpa adanya dana, kebijakan hanya
akan menjadi kata-kata di atas kertas.

c. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang Jelas dalam Kegiatan Posyandu

Salah satu aspek yang paling penting dari setiap kelompok atau organisasi adalah
SOP (Standard Operating Procedure). Masalah umum dalam organisasi publik dan
komersial biasanya ditangani dengan metode ini.

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan terhadap petugas posyandu di
Desa Banua Rantau, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, diperoleh
kesimpulan bahwa SOP program peningkatan gizi balita sudah baik dan sesuai dengan
peraturan yang berlaku.

Standar operasional prosedur (SOP) adalah bagian penting dari struktur organisasi,
menurut teori George Edward IIl yang diuraikan dalam (Subarsono, 2015), SOP
berfungsi sebagai peta jalan bagaimana setiap pelaksana harus bertindak.

SIMPULAN

Posyandu di Desa Banua Rantau, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, telah
melaksanakan Program Perbaikan Gizi Balita dengan sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa
pesan pelaksanaan Program Perbaikan Gizi Balita di Posyandu Desa Banua Rantau telah
tersampaikan kepada para ibu balita secara sederhana dan efektif. Program Perbaikan Gizi Balita di
Posyandu Desa Banua Rantau dilaksanakan dengan dana yang sesuai dengan jumlah yang
dialokasikan oleh pemerintah desa untuk kegiatan posyandu. Tanggung jawab dan dedikasi dalam
menjalankan tugas posyandu menjadi indikator komitmen yang baik dalam pelaksanaan program
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perbaikan gizi balita di Desa Banua Rantau. Ibu-ibu yang memiliki balita disambut dengan hangat
oleh pelaksana dalam melaksanakan Program Perbaikan Gizi Balita di Posyandu di Desa Banua
Rantau Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong. Berdasarkan pedoman yang telah
dikeluarkan dan dilaksanakan secara efektif, Program Perbaikan Gizi Balita di Posyandu Desa
Banua Rantau Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong memiliki indikator SOP (Standar
Operasional Prosedur). Indikator Pengelompokan Tugas pada Program Perbaikan Gizi Balita di
Posyandu Desa Banua Rantau Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong sudah baik dan sesuai
dengan perannya masing-masing dengan menggunakan sistem rotasi setiap bulannya. Mengenai
aspek yang kurang diminati, khususnya: sub variabel komunikasi yang berkaitan dengan transmisi
atau penyaluran komunikasi selama pelaksanaan Program Perbaikan Gizi Balita di Posyandu di
Desa Banua Rantau, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, khususnya, ibu-ibu balita
percaya bahwa kader masih melakukan pekerjaan yang buruk dalam memberikan layanan terkait
gizi serta ditambah dengan minimnya sosialisasi. Sub-variabel sumber daya adalah: (a) Sumber
daya manusia Di Kabupaten Tabalong, khususnya di Posyandu di Desa Banua Rantau, Kecamatan
Banua Lawas, dan Program Perbaikan Gizi Balita, terdapat kurangnya pengetahuan di antara para
petugas tentang gizi balita, dan tingkat pendidikan kader posyandu juga di bawah standar ideal.
Mereka juga belum mendapatkan pelatihan yang dibutuhkan. (b) Fasilitas untuk Program Perbaikan
Gizi Balita di Posyandu di Desa Banua Rantau, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong
masih kurang atau tidak memadai, misalnya, tidak ada tempat khusus untuk kegiatan posyandu dan
harus meminjam di Taman Kanak-Kanak Al Quran karena alat penimbangan tidak selalu akurat.
Tidak ada informasi yang cukup untuk dibagikan kepada para ibu yang memiliki anak kecil, kader
tidak terlatih dengan baik, petugas posyandu memiliki tingkat pendidikan yang rendah, dan tidak
ada sarana dan prasarana yang memadai, seperti alat penimbangan dan tempat khusus untuk
mendukung kegiatan posyandu. Meskipun ada beberapa elemen yang berkontribusi terhadap
keberhasilan program, seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas untuk diikuti ketika
menjalankan program, dana yang cukup ketika dibutuhkan, dan transparansi dalam perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan posyandu.
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